
 

 

 

 
 

 
 

 
 

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA 
NOMOR 100 TAHUN 2021 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETUJUH PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2014 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  

KABUPATEN BARITO KUALA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BARITO KUALA, 

 
Menimbang :  a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap regulasi atau 

kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan keuangan, 
dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah Pasal 3 mengamanatkan penetapan mengenai 
kebijakan akuntansi pemerintah daerah paling lama 

padatahun 2022; 
 

b. bahwa perlunya penyesuaian kebijakan akuntansi pemerintah 
daerah terhadap peraturan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan untuk penyesuaian kebijakan akuntansi 

daerah dengan kondisi di daerah; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada   huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Barito Kuala. 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 27  Tahun 1959 tentang 
PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09) 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repuplik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

 
2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
 

 



 

 

 

4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; 

 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

 

6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peruabahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340) ; 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 
 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah; 

 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana 
Bergulir pada Pemerintah Daerah; 

 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah; 

 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

20. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG KEBIJAKAN 

AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA. 

 
PASAL 1 

 
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang 
diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 Nomor 
20 diubah, dihapus, dan/atau ditambah menjadi sebagai berikut : 

 
Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 

20 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 
sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari peraturan ini. 
 



 

 

 

PASAL 2 
 

Peraturan Bupati Barito Kuala ini  berlaku mulai tanggal ditetapkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Barito Kuala ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Barito Kuala. 
 
Ditetapkan di Marabahan 

pada tanggal 9 Nopember 2021 
 

BUPATI  BARITO KUALA, 
 

  
 

       Hj. NOORMILIYANI AS. 

 
Diundangkan di Marabahan 

pada tanggal 9 Nopember 2021 
 

    SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA, 
 

 
    

     ZULKIPLI YADI NOOR 
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 100  

 
 
 


